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PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN 
PEKERJA  MIGRAN  INDONESIA  TENTANG RENCANA  STRATEGIS  KEMENTERIAN 
PELINDUNGAN  PEKERJA  MIGRAN  INDONESIA/  BADAN  PELINDUNGAN  PEKERJA  MIGRAN 
INDONESIA TAHUN 2025-2029. 

ABSTRAK:   -  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 
2025  tentang  Penyusunan  Rencana  Strategis  dan  Rencana  Kerja 
Kementerian/Lembaga,  perlu  menetapkan Peraturan  Menteri  Pelindungan Pekerja 
Migran  Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja  Migran  Indonesia  tentang  Rencana 
Strategis  Kementerian  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia/Badan  Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 25 
Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 40 Tahun 2006, PERPRES No. 165 
Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERPRES No. 80 Tahun 2025, PER 
KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024. 

- Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Pendahuluan, Visi, Misi, Tujuan,  
Dan Sasaran Strategis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, 
Dan Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan, Penutup.

CATATAN:  -  Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2025.

- Pada saat  Peraturan Menteri/Badan ini  mulai  berlaku,  Peraturan Badan Pelindungan 
Pekerja  Migran Indonesia  Nomor  05 Tahun 2020 tentang  Rencana Strategis  Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.

- Lamp: 126 halaman. 


